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ABSTRAK

Repurchase agreement (repo) adalah jual beli yang dibarengi dengan syarat,
bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang
waktu yang ditentukan telah tiba. Dalam ruang lingkup fikih muamalat repurchase
agreement (repo) atau buyback sepadan dengan akad bai’ alwata . Para ulama figh
berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Dalam Fatwa Dewan Akademi Fikih OKI
No0.66 menyimpulkan substansi dari bai’ alwafa adalah pinjaman berbunga dan
termasuk cara ber-hillah riba dan tidak di benarkan dalam islam.

MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif,
melalui DSN merasa perlu dan wajib menjawab pertanyaan, khususnya yang
menyangkut permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, dalam
hal ini status hukum repurchase agreement (repo). Dalam fatwanya yang
bernomor: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang repurchase agreement (repo) Surat
Berharga Syariah). Melalui fatwanya tersebut Dewan Syariah Nasional menyatakan
bahwa repurchase agreement (repo) itu boleh (mubah).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research). Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum
Islam, dalam hal ini hukum perjanjian Islam oleh karenanya pengaturan mengenai
adanya repurchase agreement (repo) ini dinilai dengan hukum perjanjian Islam.
Kemudian, dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Sifat
Penelitian ini adalah deskriptip-analitik, yaitu meggambarkan dan menguraikan
istinbat hukum yang digunakan fatwa MUI tentang Repurchase agreement

(repo).

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa repurchase agreement (repo)
merupakan salah satu bentuk jual beli yang sudah berkembang saat ini dan tentu
saja perjanjian (agremeent) merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan, jadi
transaksi repurchase agreement (repo) diperbolehkan oleh DSN karena tidak ada
pihak yang dirugikan, malah sangat menguntungkan kedua belah pihak. Namun
DSN tidak mengatur secara rinci ketentuan dan batasan yang tidak boleh dilanggar.
Aspek kepercayaan (trust) merupakan unsur penting dalam setiap usaha, oleh
karena itu seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi repurchase agreement (repo)
hendaknya mampu bertindak dengan penuh amanah dalam menjalankan
kewajibannya.
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s hamzah Y apostrof
ya Ye

G

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

dadaia ditulis Muta ‘addidah
3 ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbutah

Semua ta’ marbutahditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep keuangan Islam di dasarkan pada prinsip moralitas dan
keadilan. Dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-
Qur’an dan hadist serta ijma, instrument pembiayaan syariah harus selaras dan
memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para
pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam
keuangan Islam sesuai dengan syariah terbebas dari unsur larangan riba, maysir

dan gharar.

Perkembangan system keuangan syariah ditandai dengan didirikannya
berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen
keuangan berbasis syariah. Sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari
syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam
melaksanakan kegiatan ekonomi. Islam juga memiliki tujuan-tujuan syariah
(Magasyidu Syari’ah) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan
tersebut. Syari’ah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk
mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang
sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, serta menuntut

kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan kepuasan rohani.*

! Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Praktek dan
Implementasi Operasional Bank Syari’ah (Jakarta: Djembatan, 2001) him. 10.



Munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990an,
membuat MUI menganggap perlu dibentuknya suatu badan dewan syariah yang
bersifat nasional, yaitu dalam hal ini dibentuklah Dewan Syariah Nasional
(DSN), yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya
bank-bank syariah. Hal ini dimaksud untuk memberi kepastian dan jaminan

hukum Islam dalam masalah ekonomi syariah.?

Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual dengan janji beli
kembali pada waktu dan harga yang telah di tetapkan.® Jual beli merupakan
bentuk akad mu’'awadhah yang masing-masing pihak memiliki hak dan
kewajiban, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak
terhadap harga barang. Di pihak lain yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan
harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang
semacam ini tidak sah apabila di batasi waktunya. Apabila waktunya di batasi,
maka bukan jual beli tapi sewa-menyewa. Dalam literature klasik, repurchase
agreement (repo) atau buyback dikenal dengan bai al wafa. Arti dari jual beli ini
sendiri adalah jual beli yang dilangsungkan antara dua belah pihak, yang
dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali

oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

2 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) him. 126.

3 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: KEP-132/BL/2006, no. VII1.G.13 tentang
perlakuan Repurchase Agreement (Repo) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement
(MRA)



Untuk menghindari praktek ribawi dalam mendapatkan uang tunai atau
modal (likuiditas), sebagian orang melakukan transaksi jual beli dengan
mengunakan akad bai alwafa, namun sejumlah ulama masih memperdebatkan
kehalalan transaksi model ini. Sejumlah pihak berpandangan bahwa bai’ alwafa
sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat atau rekayasa yang biasa disebut
hillah yaitu tindakan merekayasa cenderung untuk menutupi sehingga unsur
ribanya tidak tampak, padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. Di lain pihak,
bai’ alwata dianggap hal yang diperkenankan dalam Islam sebagai solusi untuk
memenuhi kebutuhan uang tunai (likuiditas). Dalam Fatwa Dewan Akademi
Fikih OKI No0.66 menyimpulkan substansi dari bai’ alwatfa adalah pinjaman

berbunga dan termasuk cara ber-hillah riba dan tidak dibenarkan dalam Islam.*

Repurchase Agreement (Repo) masuk kategori masalah muamalat. Jual
beli ini menarik untuk dibahas. Pertama, karena dalam jual beli ini, barang yang
telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual semula, dengan disertai batas
waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kedua, bentuk jual beli ini
menyerupai bentuk rahn. Maka jual beli ini pun dikatakan sebagai jual beli
dengan bentuk dua akad. Sepintas jual beli repurchase agreement ini mirip
dengan pinjaman dengan jaminan dan hillah terhadap pinjaman berbunga (riba),
bisa saja transaksi ini merupakan pinjaman di sertai dengan jaminan untuk

mendapatkan likuiditas.

4 Keputusan OKI no:66 tentang bai’ alwafa (Jeddah:OKl, 1992) him. 1



Latar belakang dilakukannya kajian ini didasari adanya Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) memperbolehkan transaksi ini pada fatwanya No:
94/DSN-MUI/1V/2014 tentang Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga
Syariah (SBS). Dalam putusan Dewan Syariah Nasional yang membolehkan
transaksi Repurchase Agreement (Repo. Dewan Syariah Nasional (DSN)
memperbolehkan transaksi ini pada fatwanya didasarkan pada pertimbangan
lembaga keuangan yang mengalami kesulitan likuiditas dan dengan adanya
pertimbangan bahwa perkembangan produk perbankan syariah cukup
dinamis seringkali melibatkan beberapa praktik yang dilakukan oleh perbankan
syariah yang belum tercakup secara baik dan menyeluruh Kkhususnya di
Indonesia oleh Fatwa DSN-MUI ataupun peraturan Bapepam-LK dan tentunya
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebagian besar kegiatan pengawasan

dalam perbankan dialihkan ke OJK.>

Satu hal yang tidak terbantahkan adalah kemampuan dan tingkat
pemahaman masyarakat sangat beragam, termasuk dalam memahami doktrin
agama. Sebagian menjalani doktrin agama dengan tingkat kecerdasan yang
memadai hingga mereka memahami agama turun untuk kemaslahatan manusia
(rahmatan lildlamin). Sebagian lain menjalankan agama dengan “meraba”. Bagi
kelompok kedua ini,yang terpenting adalah berjalan. Walaupun harus
berbenturan dengan dinding (karena kondisinya yang meraba). Alasannya,

karena itu perintah agama.

5> Keputusan DSN No: 94 tentang Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah
(jakarta: DSN,2014) him. 1



Fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi rujukan atau dasar normatif bagi
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kesyariahan produk-produk
bank Syariah pada wilayah kewenangannya. Dengan demikian, lembaga
perbankan Syariah di Indonesia, baik berstatus mandiri maupun sebagai unit
usaha Syariah, secara moral terikat oleh fatwa DSN-MUI. Secara hukum,
lembaga-lembaga itu juga terikat oleh fatwa-fatwa MUI, karena fatwa itu
kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia dan di tuangkan menjadi regulasi bank
Indonesia. Secara keseluruhan, fatwa- fatwa DSN-MUI telah menawarkan suatu
bangunan hukum ekonomi Syariah itu sendiri, sebagai alternatif dari sistem

ekonomi konvensional.

Terlepas dari permasalahan yang terjadi dalam tata hukum perbankan
syari’ah, konsekuensi dari pemberlakuan fatwa DSN-MUI adalah keterikatan
lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang berada di wilayah Indonesia untuk
menyandarkan aktifitasnya pada fatwa tersebut. Isi dari fatwa tersebut menurut
penulis perlu di-review menyangkut penetapan hukum yang digunakan oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka
penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk menganalisis fatwa Dewan
Syari’ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repurchase Agreement

(Repo) Surat Berharga Syariah (SBS) dalam bentuk skripsi.



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis berusaha

mengkaji permasalahan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana repurchase agreement (repo) dalam fatwa Dewan Syari’ah
Nasional tentang Repo Surat Berharga Syariah?
2. Bagaimana metode istinbath hukum DSN-MUI tentang Repurchase

Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah (SBS)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Repurchase Agreement (Repo) Surat
Berharga Syariah (SBS) dalam fatwa DSN.

2. Untuk mengetahui bagaimana istinbat terhadap pelaksanaan
Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah (SBS)

Kegunaan Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Repurchase
Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah (SBS)

2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
praktisi yang melakukan transaksi dibidang pembelian dan penjualan surat
berharga selanjutnya terhadap masalah pelaksanaan Repurchase Agreement

(Repo) Surat Berharga Syariah (SBS)



D. Telaah pustaka

Repurchase agreement (repo) dan segala problematikanya menarik
untuk dibahas meskipun jumlah penelitiannya sedikit. Penyusun berusaha
melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap

permasalahan dan yang menjadi objek penelitian ini.

Adapun penelitian yang membahas berkaitan dengan pembahasan ini
antara lain:

Skiripsi Hendrik Tanjaya “Transaksi jual beli saham dengan hak
membeli kembali (repo) di pasar modal”, Dalam Skripsi ini dibahas mengenai
mekanisme Transaksi Repo, ketentuan dalam Perjanjian Repo saham, dan
masalah hukum yang mungkin timbul dalam Transaksi Repo, yang diharapkan
dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Selain itu juga dibahas mengenai
upaya-upaya yang dilakukan otoritas bursa dengan upaya preventif atau

pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor®.

Skiripsi Siti Solikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual
Beli Dalam Al-ljarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Studi Atas Fatwa DSN NO
27/DSN-MUI/111/2002)”, dalam skiripsinya membahas tentang penggunaan
wa’ad yang menyertai akad dalam suatu transaksi. Akad pemindahan
kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah
masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad

ijarah adalah wa'ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin

® Hendrik Tanjaya “Transaksi Jual beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (Repo) Di
Pasar Modal” Skiripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010.



dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan
setelah masa ijarah selesai. Selanjutnya yang menjadi pokok masalah adalah
bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai wa 'ad jual beli dalam al- ijarah al-
muntahiyah bi altamlik terhadap dua akad sekaligus dalam satu perjanjian dan

janji yang tidak mengikat.’

Baruro Sholikati “Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Transaksi Repurchase Agreement (REPO) SUN di Bank Indonesia”. Skripsi
tersebut membahas tentang penjualan SUN yang dilakukan Bank Indonesia pada
lembaga keuangan swasta/pemerintah dengan harga dasar disertai batas waktu.
Dan pada waktu jatuh tempo Bank Indonesia membeli kembali SUN dari
lembaga keuangan dengan harga semula (saat penjualan) ditambah dengan repo
rate (bunga)®. Selain adanya perjanjian dan tenggang waktu dalam pelaksanaan
buyback Surat Utang Negara (SUN) terdapat penambahan dari pokok Surat
Utang Negara berupa bunga (rate). Sebagai laba dari jual beli yang batil maka

bunga (rate) yang diperoleh dari Surat Utang Negara tidak diperbolehkan.

E. Kerangka Teori
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan
masyarakat yang masih meningkat, melahirkan model-model transaksi baru

yang membutuhkan penyelesaian dari hukum Islam. Penyelesaian dari satu sisi

7 Siti Solikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual Beli Dalam Al-ljarah Al-
Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Studi Atas Fatwa DSN NO 27/DSN-MUI/III/2002)” skiripsi Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.

8 Baruro Sholikati “Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Transaksi
Repurchase Agreement (REPO) SUN di Bank Indonesia” skiripsi Fakultas Syariah UIN Sunan
Ampel Surabaya 2009.



tetap Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang
nyata. Fatwa keagamaan dikeluarkan kepada masyarakat setelah memenuhi
syarat-syarat tertentu sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.
Ijtihad diperlukan karena keterbatasan teks hukum sementara kasus hukum tidak

terbatas.

Ijtihad yang dilakukan terhadap suatu persoalan hukum Islam dengan
pendekatan epistemologi. Epistemologi adalah mempelajari asal-usul, sumber,
struktur, metode dan validitas (sahnya pengetahuan). Epistemologi ini
digunakan sebagai pola pembangunan dan pendekatan dalam menyelesaikan

suatu masalah.®

Pemikiran hukum Islam (ijtihad) pada hakikatnya, dilakukan oleh
ulama sebagai respons terhadap perubahaan sosial dan perubahan alam yang
terjadi, melalui seperangkat metodologi dengan Al-Qur’an dan as-sunnah
sebagai sumber nilai (postulat). Berangkat dari pemikiran Ibn Qayim al-Jauziyah
yang menyatakan bahwa fatwa hukum itu bisa berubah karena perubahan waktu,
tempat, keadaan, kebiasaan (adat) dan niat (motivasi). Kaidah ini memberi
jawaban hukum atas tantangan perubahan sosial, apapun bentuknya, dan

merupakan solusi atas terhenntinya Nash-nash al-Qur’an dan Sunnah.

® Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa,2009),
him.43.
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Kaidah ini memberi jalan yang seluas-luasnya bagi penyelesaian
hukum atas berbagai perubahan yang ada, baik yang terdapat dalam Nash

maupun tidak ada nashnya.

Ijtihad untuk mengembangkan akad-akad baru diperlukan mengingat
kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru.
Sebagian fatwa DSN merupakan transformasi dari akad-akad dalam hukum
Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Keuangan Syariah

meruapakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.

Fatwa dan hukum Islam adalah dua hal yang tidak dapat pisahkan.
Adanya fatwa mengimplikasikan dinamika perkembangan hukum Islam. Fatwa
adalah bagian dari pemikiran hukum Islam. Karena itu, mengkaji fatwa MUI

sama dengan mengkaji pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Syariah muamalat berlaku kaidah umum yang memberikan makna
bahwa muamalat memiliki fleksibilitas dalam perkembangan dan prakiknya
sesuai dengan kondisi. ljtihad untuk melakukan pengembangan akad-akad baru
di perlukan mengingat kompleksitas transaksi modem yang membutuhkan akad-
akad baru. Sebagian fatwa DSN merupakan Transformasi akad-akad dalam

hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Kegiatan transaksi

10, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana,2010) him.14.
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modern tidak cukup hanya dipayungi dengan akad-akad sederhana (&)
sebagaimana tersedia dalam literatur fikih klasik. Di perlukan pengembangan
akad untuk dapat mewadahi transaksi modern yang semakin beragam yang

sebelumnya tidak ditemukan pada masa ulama klasik.
1 lea jad e dda Ja ol YA WY& e el 8 Ja)

Kaidah ini menjadikan kegiatan muamalat fleksibel dan up to date,
Sehingga syariah dapat menangkap segala transaksi muamalat. Fikih muamalat
fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan

kontemporer interaksi dan transaksi sosial.

Penjelasan muamalat dalam Al-Qur’an, hadis, dan fikih menggunakan
istilah-istilah seperti tijarah, al-bai’, dan iqgtishadi. Istilah-istilah ini memiliki
makna seputar aktivitas manusia yang terkait ekonomi, meskipun dalam
penempatannya dapat berlainan. Tijarah dalam beberapa terjemahan Al-Qur’an
diartikan dengan perniagaan dan al-bai’ adalah jual beli. Igtishadi memiliki
makna ekonomi secara luas baik makro maupun mikro seperti ilmu ekonomi,
sistem ekonomi, dan ekonomi negara.!? Salah satu pokok penting dalam
bermuamalat adalah firman Allah tentang inti pokok diperbolehkannya jual-beli

yaitu:

1 1bid. hlm.130

12 Muhammad Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan Syariah (Solo: Agwam , 2011,)
him.18.
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Bisa dilihat repurchase agreement (repo) adalah salah satu bentuk jual
beli yang di dalamnya terdapat akad jual beli dan wa’d (janji) beli kembali yang
berakibat pada perpindahan kepemilikan. Wa 'd (janji) dalam transaksi keuangan

dan bisnis wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh pihak yang menyatakan janji.
145 Gally 1 g ol 1 gial ) Lol

Pengembangan akad untuk dapat mewadahi transaksi modern
dilakukan dengan memodifikasi akad dengan menggabungkan beberapa akad

dalam satu objek transaksi (al- ‘uqud al-murakkabah).

Menurut Al-‘Imrani akad murakkab adalah: *"Himpunan beberapa akad
kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun
secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya

dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad ”.*°

13 Al-Bagarah (2): 275.
14 Al-Ma'idah (5): 5.

15 Abdulldh bin Muhammad bin Abdulldh al-‘Imrani, Al-'ugiid al-Maliyah al-
Murakkabah ( Riyadh: Dar Kun(z Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2006 ), hal. 46.
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Pada prinsipnya, multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad
digiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, artinya setiap muamalat
yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang
membangunnya adalah boleh. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat
ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum
multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang
membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak
diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan

atau membatalkannya.'®

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari
akad adalah boleh dan hukum multi akad digiyaskan dengan hukum akad-akad
yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang
membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-
batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi
akad. Adapun jenis-jenis, menurut Al-‘Imrani terbagi dalam lima macam, yaitu
al-"uqid al-mutaqabilah, al-’uqidal-mujtami’ah, al-"uqid al-mutanaqgidhah wa
al-mutadhadah wa al-mutanafiyah, al-’uqid al-mukhtalifah, al-’uqid al-
mutajanisah. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; a/-
‘uqiid al-mutaqabilah, al-’uqid almujtami’ah, adalah multiakad yang umum

dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multiakad tersebut.

16 Al-‘Imrani, Al- 'ugiid al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 69
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1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat ( a/- ‘ugiid al-mutaqabilah). '

Tagabul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan
berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan
yang dimaksud dengan a/-"uqiid al-Mut agabilah adalah multi akad dalam bentuk
akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama
bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan
kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model
akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama
telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model
pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (mu'awadhah) dengan akad
tabarru’, antara akad tabarru’dengan akad tabarru' atau akad pertukaran dengan
akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad

bersyarat (isytirdth ‘aqd bi ‘aqd).
2. Akad Terkumpul (al- ugiid al-mujtami’ah).*®

Al-"ugiid al-mujtami’ah adalah multiakad yang terhimpun dalam
satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang
mujtami‘ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki
akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga,

dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua

17 Al.Imrani, Al- 'ugiid al-Maliyah al-Murakkabah, him. 57.

18 Al.Imrani, Al-"ugiid al-Maliyah al-Murakkabah, him. 58.
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harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek

dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. Akad Berlawanan (al-’ugiid al-mutanagidhah wa al-mutadhadah wa

almutanatiyah)."”

Ketiga istilah al-mutanagidhah, al-mutadhadah, al-mutanéafiyah
memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan.
Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanagidhah
mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu
berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti
etimologi dari mutadhadah adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam
satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari mutanafiyah adalah

menafikan, lawan dari menetapkan.
4. Akad berbeda (al- ‘ugiid al-mukhtalifah).?°

Yang dimaksud dengan multiakad yang mukhtalifah adalah
terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum
di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum
dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan

waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan

9 1bid, hlm. 58.

20 AlImrani, Al- 'ugiid al-Maliyah al-Murakkabah, him. 65.
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salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (fi al-majlis),

sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.
5. Akad sejenis (al- ‘ugid al-mutajanisah).?

Al-"ugud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang
mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam
hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis
akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti
akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari

dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian library research (penelitian
pustaka). Library reseach adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan
dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan

(buku, ensiklopedi, jurnal, ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).??

2. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana

data dapat diperoleh.? Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

2L Al.Imrani, Al-"ugiid al-Méliyah al-Murakkabah, him. 66.

22 Mestikan Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
2004), him. 89.

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998),him. 129.
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1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melelui buku-
buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang
dikaji. Sumber data primer dari penelitian ini berupa fatwa Dewan Syari’ah
Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repurchase Agreement (Repo)

Surat Berharga Syariah (SBS)

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan
untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yangberupa buku-buku
atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam
penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, internet, dan bahan acuan
lainnya.

2. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.?* Metode ini digunakan penulis
untuk mengumpulkan data-data, informasi pengetahuan, dan fakta mengenai
repurchase agreement.

3. Metode Analisis data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan Deskriptif

analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Masalah

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, him.231.



18

dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini
hukum perjanjian Islam oleh Kkarenanya pengaturan mengenai adanya
repurchase agreement (repo) ini dinilai dengan hukum perjanjian Islam.
Metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang
sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab
dari suatu gejala tertentu. Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan
pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat
diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.?

Metode ini dalam aplikasinya digunakan untuk memberikan fatwa
Dewan Syari’ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repurchase
Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah (SBS) serta dalil-dalil yang
digunakan untuk memperbolehkan transaksi Repurchase Agreement (Repo)

Surat Berharga Syariah (SBS).

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas V bab, untuk mendapatkan gambaran
yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global sistematika
penulisan sebagai berikut:

Bab | adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang latar
belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telah pustaka, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

% Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
him.60.
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Bab Il merupakan landasan teori. Bab ini menguraikan beberapa teori
yang berkaitan dapat pembahasan judul skripsi oleh karena yang diteliti ini
merupakan bentuk jual beli, maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan
persoalan dalam penelitian. Maka bab dua akan mengemukakan tentang
gambaran umum jual beli, transaksi repurchase agreement (repo). Serta
pendapat beberapa ulama tentang jual beli bersyarat.

Bab Il membahas tentang profil Dewan Syari‘ah Nasional Majelis
Ulama Indonesia, struktur Dewan Syari‘ah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
kedudukan fatwa, ruang lingkup kinerja, mekanisme kerja dan fungsi dan fatwa
Dewan Syari’ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repurchase
Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah (SBS)

Bab IV adalah analisis fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 94/DSN-
MUI/IV/2014 tentang Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah
(SBS)

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan

penelitian ini, saran-saran, dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Repurchase agreement (repo) atau buyback sepadan dengan akad bai’
alwata yang telah di bahas oleh ulama terdahulu. akad jual beli ini bukanlah
akad bersyarat seperti yang dilarang oleh nabi, melainkan akad jual beli
sepenuhnya. Jadi jual beli bersyarat disini bukan jual beli bersyarat seperti
yang dilarang oleh nabi, ketika akad jual terjadi seluruh hak dan kewajiban
pemilik barang berpindah tangan. Pada akad jual beli ini ada akad lain atau
klausul kontrak (wa’d) yang mengikat kedua belah pihak untuk membeli
kembali objek transaksinya. Aturan mengenai perdagangan secara
repurchase agreement (repo) yang telah diterbitkan Dewan Syariah
Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa nomor 94
tentang Pasar repurchase agreement (repo) surat berharga syariah , baru
sebatas mengeluarkan aturan mengenai kebolehan memperdagangkan Surat
Berharaga Syariah secara repo, akad-akad yang digunakan, sedangkan saat
perdagangan belum memiliki standar khusus yang menjadi pedoman
mekanisme perdagangan dan perjanjian yang sesuai syariah. Kejelasan dan
ketegasan penerapan fatwa tersebut merupakan kunci ketenangan dan

kepercayaan masyarakat terhadap transaksi perdagangan.
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. Dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang repurchase agreement (repo)
menggunakan metode istinbath dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits,
ijma dan kaidah ushul figh serta pendapat para ulama. Dalil al-Qur’an yang
dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkan jual beli
surat al-Bagarah ayat 275, sementara hadis yang digunakan tidak menunjuk
langsung terhadap kebolehan dan pelarangan tansasksi Repo hanya saja
merujuk pada pendapat ulama yang membolehkan dengan alasan

menghindari resiko likuiditas lembaga keuangan bank.

. Saran-Saran

. Segala yang telah menjadi kesimpulan dalam penelitian bukanlah jawaban
final yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian
menyuburkan budaya taqlid, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang
ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan,
watak, tenaga dan lain sebagainya.

. Merupakan satu kewajaran apabila penelitian ini masih belum mampu
mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu,
penulis menyarankan, kepada para peneliti, para sarjana atau para calon
sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan
komprehensif serta dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.

. Pihak-pihak yang terkait baik pihak Bank Indonesia, Lembaga Kuangan
Syariah (perbankan, asuransi, pasar modal), dan Dewan Syariah Nasional

lebih aktif partisipasi sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung
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diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan
syariah dapat terjaga.

. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, hendaknya
kita tidak hanya melihat dan mengatakan permasalahan tersebut dilarang
oleh agama karena tidak ada dalam figih terdahulu. Akan tetapi, hendaklah
kita cari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman
sekarang. Karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah
kompleks, sedangkan Al-Qur’an maupun sunnah berhenti dan tidak akan
bertambah lagi.

. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-
produk perbankan syariah kepada masyarakat luas dan juga para praktisi

perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat.
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A. Lampiran 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB |

No.

HIm

Footnote

Terjemahan

10

10

Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan
zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaaan

11

11

Hukum asal dalam bentuk muamalat adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang yang mengharamkannya

11

13

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya.

13

14

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.

BAB I

20

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka




orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya.

20

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

23

11

Kitab atau tulisan itu sama dengan ucapan.

BAB Il

45

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu.

45

10

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya.

10

45

148

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu
orang-orang yang beriman.

11

45

12

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.

12

45

13

... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.

13

46

14

1. "Dari Ibn Umar. Dia berkata, "Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kalian saling
berjualbeli dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor
sapi, rela dengan bercocok tanam (daripada
beribadah), dan meninggalkan jihad maka Allah
akan menimpakan kehinaan pada kalian. Dia tidak




akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada
(ajaran) agama kalian."

2. "Dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nabi SAW bersabda,
"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah
untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.
14 46 |15 1. Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
2. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat
hukum Allah
BAB IV
15 58 |8 Hukum asal dalam bentuk muamalat adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang yang mengharamkannya
17 59 |9 Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan
zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaaan
19 67 |16 1. Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
2. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat

hukum Allah




Lampiran 11
Biografi Ulama
1. Imam Abu hanifah

Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abu
Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak,
148 H / 767 M. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan
lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah,
berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab
figihinya dinamakan Mazhab Hanafi. Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan
Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Ketika Tsabit
masih didalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu
Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi
Thalib mendo’akan agar kelak keturunan Tsabit menjadi orang-orang yang utama
di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam hanafi, namun tak
lama kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah.
Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. la pun pernah melakukan
perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan
wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh. Karya-karya
Abu Hanifah yang telah sampai kepada kita adalah Kitab: Al-Figh Al-Akbar, Kitab
Al-Risalah, Kitab Kitab Al-Washiyyah, Al-Figh Al-Absath dan Kitab Al-°Alim wa
Al-Muta’allim. Abu Hanifah tidak menulis karangan dalam bidang fiqih, akan
tetapi murid-muridnya telah merekam seluruh pandangan dan hasil ijtihad Abu
Hanifah dengan lengkap sehingga menjadi madzhab yang dapat diikuti oleh kaum
Muslimin. Diantara murid-muridnya yaitu: Abu Yusuf Ya’qub ibn Muhammad Al-
Anshari ([113-182 H/731-797 M), Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani ([132-
189 H/750-805 M), Zufar ibn Al-Hudzail ([110-157 H/729-774 M) dan Hasan ibn
Ziyad Al-Lu’lu'i (w. [204 H/819 M).

2. Yusuf al-Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9
September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan
di Mahad Thantha dan Mahad Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke
Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar
doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan
Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan
menjadi Figh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan
zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena
dia sempatmeninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. la
terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas
Syariah di Universitas Qatar. Pada saat ya sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian
Sejarah dan Sunnah Nabi. la mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan
Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah
mengenyam "pendidikan™ penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja
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Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena
keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia
ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia
mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-
khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid
di daerah Zamalik. Alasannya, khutbahkhutbahnya dinilai menciptakan opini
umum tentang ketidak adilan rejim saat itu.

3. Wahbah aZ-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr
‘Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan
Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar’iyyah di Damaskus (1952), dia
kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari’ah Universitas al-
Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan
(tahassus at-Tadris) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadris dari Universitas
yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas ‘Ain Syam,
gelar Diploma dari Ma’had as-Syari’ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh
gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikanya
lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang figh dan usul figh, Wahbah
telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah al-Figh al-Islam1
wa ‘Adillatuh.

4. Mustafa Az-Zarga

Syeikh Mustafa Az-Zarga dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 daripada sebuah
keluarga dengan sejarah panjang dan kuat agama. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-
Zarga, seorang sarjana Islam, sementara itu datuknya, Syeikh Muhammad Az-
Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulama dari abad ke-19. Pendidikan
awalnya, beliau adalah sebagai murid di kuttab, tradisional pra-sekolah dasar yang
diajarkan sedikit lebih dari al-quran, membaca dan menulis. Beliau kemudian
belajar di sebuah sekolah bahasa Perancis, sebelum pindah ke Fereres, sebuah
sekolah menengah Perancis. Beliau kemudian bergabung dengan Al-Khusrawiyah,
sekolah agama. Pendidikan ini dicampur memberinya dasar kuat di kedua moden
dan pendidikan Islam. Namun jelas di mana beliau adalah pilihan. Beliau secara
teratur dihadiri belajar dari kalangan sarjana Muslim yang diadakan di masjid.
Dalam bidang ini beliau menunjukkan perbezaan awal. Tradisional ini belajar di
kalangan merupakan metod Islam melalui pendidikan yang panjang baris dibezakan
cendekiawan telah lulus pada abad. Mustafa Az-Zarga adalah salah satu, tetapi ia
digabungkan dengan jenis pendidikan khusus yang masih moden pendidikannya.
Ini melihat beliau lulus dengan dua gelar dari Universiti Damsyik dalam satu
hukum dan lainnya dalam sastera. Beliau kemudian memperoleh ijazah dalam
bidang figh dari Raja Fuad | Universiti Kaherah, Mesir. Kariernya pertama, beliau
mengajar sastera Arab di sekolah lama, Al-Khusrawiyah. Beliau kemudian bekerja
sebagai peguam selama sepuluh tahun, masa yang memberi dia dekat dengan



masyarakat dan masalah mereka. Yang berdiri di dia nanti manfaat baik dalam
kariernya ketika ia ditujukan persoalan mendasar yang mempengaruhi kehidupan
manusia. Apa yang paling signifikan beliau bekerja di bidang agama adalah
kenyataan bahawa dia melihat Islam yang sangat penting dari perspektif yang luas,
sangat penting kerana Islam ditujukan untuk diterapkan pada semua masyarakat.
Dengan demikian, fleksibilitas dan kegunaan dari semua undang-undang manusia
dalam situasi harus jelas. Beliau alim dalam bidang fatwa am, figh, usul figh,
undang-undang Islam dan lain-lain. Beliau juga dianggap sampai tahap Mujtahid.
Dia selalu berusaha untuk mencari solusi untuk masalah iman, ekonomi dan politik
dari sudut pandang Islam. Syeikh Mustafa Az-Zarqga wafat di Riyadh pada 3 Julai
1999.

5. As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun
2000 M. la merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan
kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang
pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. la mulai menekuni dunia tulis-
menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan
‘al-lkhwan al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai
‘Figih Thaharah.” Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku figih
hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya
ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-
Syaukani dan lainnya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-
jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. la berpegang kepada
dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma’, mempermudah gaya bahasa
tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak
memperlebar dalam mengemukakan ta’lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung
untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka
cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari
pembebanan syari’at (taklif) dengan meneladani al-Qur’an dalam memberikan
alasan hukum
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp.: (021) 3904146 Fax.:(021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 94/DSN-MUI/IV/2014
Tentang
REPO SURAT BERHARGA SYARIAH (SBS)
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

= Ay

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa di antara Lembaga Keuangan Syariah ada yang mengalami
kesulitan likuiditas karena terjadi gap (jangka waktu) antara aspek
penghimpunan dana (jangka pendek) dan penyaluran dana (jangka
menengah dan panjang):

b. bahwa instrumen untuk menanggulangi kesulitan likuiditas yang ada
belum memadai, maka diperlukan instrumen repo SBS sebagai
pilihan;

c. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait dengan instrumen likuiditas
bagi Lembaga Keuangan Syariah belum mengatur tentang status
hukum repo SBS:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan ¢, DSN-MUI
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Repo Surat
Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.
a. Q.S.al-Nisa’ [4]: 29:
Le G 833

56 555 513 ey o&es 1Lt sy it sl ff

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesama kalian dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela
di antara kalian ...".

b. Q.. al-Baqgarah [2]: 275:

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia }"
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“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Dan siapa saja yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.”

¢. QS. al-Baqarah [2]: 278:
Cnalh ‘._Su\ G G o G 19)3s ) 185 1,5 J_.,'\f\ Wiy

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (vang belum dipungut) jika kalian adalah
orang-orang yang beriman.”

d. QS.al-Ma'idah [5]: 1

e o)
£
=

i 13851 152t 301
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."
e QsSallsra’ [17]:34:
3has O Al & gl 138305 ..

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban ..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud :

"‘;.u.'dzm\é.,.»\ 5 Ead s J6 72 4 e
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“Dari Ibn Umar. Dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda, “Ketika kalian saling berjualbeli dengan cara
‘inah, mengikuti ekor-ekor sapi, rela dengan bercocok tanam
(daripada beribadah), dan meninggalkan jihad maka Allah akan
menimpakan kehinaan pada kalian. Dia tidak akan mencabutnya
sampai kalian kembali kepada (ajaran) agama kalian.” (HR.
Abu Dawud)

b. Hadis Nabi riwayat At Tirmidzi:
o liah 36 los o & Jo 80 8 e o p0e e
Opaletlly cbs b o Y0 g wde Yy s
e gy U= Gt S S e G ) byt I
OIS Y D R 4,‘;.1..5\ Glail e ol e S

(\Ye =Y ' c‘é)aﬁ

“Dari 'Amr bin ‘Auf bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Shulh
(penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat)
dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.” (HR. At Tirmidzi)

3. Kaidah:
a. Kaidah Fikih
G2 B s 3 O 3y ds gyl cdundd g et
“Pada prinsipnya dalam setiap muamalah adalah diperbolehkan
kecuali dalil menunjukkan pelarangannya.”
b. Kaidah Usul Fikih
UL EREL & P R BRI PL
“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan @ 1. Pendapat Ibnu Taimiyah:

Gass of duals Gl s 3 385 s s ores sy,
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Risiko terbagi menjadi dua. Pertama, risiko bisnis, yaitu sescorang
membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali dengan tujuan
untuk mendapat keuntungan, dan selanjutnya dia bertawakkal
kepada Allah atas hal tersebut. Risiko ini tidak bisa dihindari oleh
para pebisnis. Pebisnis bertawakkal kepada Allah, meminta dari-Nya
agar seseorang datang membeli barang dan dia dapat menjualnya
dengan mengambil keuntungan. Meskipun kadang-kadang dia rugi.
Bisnis (perniagaan) memang demikian.

Kedua risiko untung-untungan (maisir), yaitu risiko yang
mengandung unsur memakan harta orang lain secara bathil. Risiko
ini yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya.” (7afsir Ayat
Asykilat ‘ala Katsirin minal ‘Ulama’, Tbn Taymiyyah, Jil. 2, him.
700)

2. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI Nomor: 66 tentang
Bai* al-wafa dalam sidangnya yang ke 7, yang diselenggarakan pada
tanggal 9-14 1992 di Jeddah :

> o e 2 s 2 g, = ol 52 SCens s
pAay G e 3;\.4: 360 (W 32 So3h t-‘-” 148 d22as g\ V!
Az e 22 3a 1A &) c e el 53R 6 s
“Pertama, sesungguhnya substansi bai’ al-wafa’ adalah pinjaman
berbunga dan termasuk cara ber-hilah riba. Mayoritas ulama menilai

bai' al-wafa’ tidak sah. Kedua, akad ini (bai‘ al-wafa’) tidak
dibolehkan dalam syariat Islam;

3. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157
4.-,1, &2y D6 4.?1.. \...,( gkl 2 3322 o 3 eV <N
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Pertama, pada dasarnya muwa 'adah yang dilakukan oleh dua
belah pihak bersifat mengikat secara agama dan tidak mengikat
secara hukum.

o sl e ) Je S0 ke o il o el
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Kedua, muwa’adah yang dilakukan oleh kedua belah pihak
untuk melakukan suatu akad scbagai hilah ribawi, antara lain
transaksi jual-beli ‘inah, dan transaksi bai’ wa salaf, adalah
dilarang dalam syariat Islam.

3 el 334 o34 o8 a8 S G2 eSEY S i g
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Ketiga, dalam kondisi akad jual-beli tidak mungkin
dilaksanakan karcna obyeknya belum dimiliki olch penjual;
sementara ada hajat yang masif untuk mengikat setiap pihak
yang berakad untuk melakukan akad di masa yang akan
datang, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan,
ketentuan lainnya, atau berdasarkan tradisi perdagangan
internasional seperti pembukaan L/C (Letter of Credit) untuk
impor barang, maka dalam kondisi tersebut boleh diberlakukan
muwa'adah dapat bersifat mengikat bagi kedua belah pihak,
baik dengan cara membuat undang-undang atau dengan
kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam sebuah
kesepakatan yang mengakibatkan muwa'adah  bersifat
mengikat bagi keduanya.
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Keempat, muwa’adah yang bersifat mengikat dalam kondisi
sebagaimana yang disebut dalam poin ketiga, tidak berstatus
sama dengan hukum jual-beli yang efektif di masa yang akan
datang. Dengan demikian, kepemilikan barang tidak berpindah
kepada (calon) pembeli dan harganya tidak menjadi utang
(beban) pembeli, dan transaksi jual-beli ini tidak berlaku (sah)
kecuali dengan ijab dan gabul pada waktu yang disepakati.

i g 5 o g aienth &b st Gl g L
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Kelima, jika salah satu pihak melanggar janji pada kondisi-
kondisi yang disebutkan pada poin ketiga, maka pengadilan
(atas permintaan pihak yang dirugikan) dapat menetapkan agar
pihak yang menyalahi janji menunaikan janjinya atau
menanggung kerugian nyata yang menimpa pihak lainnya
akibat janji terscbut termasuk mengajukan ganti rugi (nyata)
karena ingkar janji tersebut (dengan cara mengganti kerugian
nyata, bukan kerugian potensial/opportunity lost).” (Keputusan
Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157 tentang al-
Muwa'adah wa al-Mwwatha'ah fi al-'Ugud dalam sidang ke-
17. 24-28 Juni 2006 di Amman)

4. Pendapat Syeikh Yusuf Al-Syubaili:
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“Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka lembaga tersebut
dapat menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai.
Dengan jual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebut
berpindah ke tangan pembeli secara penuh dengan berbagai akibat
hukumnya, seperti mendapatkan keuntungan, menanggung risiko
kerugian, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara,
hak dalam penambahan modal, pengubahan akta perusahaan,
pengubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan
penerbit saham, serta seluruh hak dan perbuatan hukum lain yang
melekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundang-
undangan. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk
menjual kembali surat berharga tersebut kepada penjual pertama
selama periode tertentu.” (Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili,
Adawat Idarat al-Makhathir al-Suyulah wa Bada'il Ittifagiyati
l'adati al-Syira’ fi al-Mu assasati al-Maliyah al-Islamiyah, him. 15)

5. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), No.
37/DSN-MUV/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan
Prinsip Syariah, No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease
Back, No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN [jarah Sale and
Lease Back, dan Fatwa DSN-MUI No. 78/DSN-MUVIX/ 2010
tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah,

6. Substansi Opini DSN tentang Repo SBSN & FASBI Syariah
sebagaimana surat No. B-332/DSN-MUI/X/2008 tertanggal 27
Oktober 2008.

7. Surat dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia
No. 15/25/DKMP tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan
Persetujuan Terhadap Instrumen Repo Antar Bank Berbasis Syariah.

8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan
Prinsip Syariah
Pertama :  Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga
syariah olch suatu Lembaga Keuangan Syariah kepada Lembaga
Keuangan Syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan
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sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa
yang akan datang;

2. Surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun
korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan (ie>) aset
surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing;

3. Jual/beli secara outright adalah jual beli sesungguhnya (al-bai* al-
hagigi) atas surat berharga;

4. Wa'd (janji) adalah pernyataan kehendak untuk membeli SBS yang
dijualnya pada masa yang akan datang; dan pernyataan kehendak
untuk menjual SBS yang dibelinya pada masa yang akan datang;

Kedua : Ketentuan Hukum
Transaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip
Syariah dibolehkan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga ¢ Ketentuan Transaksi Repo

1. Transaksi Repo SBS dilakukan dengan akad al-bai‘ ma‘a al-wa'd
bi al-syira’;

2. Akad Jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli
vang sesungguhnya (al-bai’ al-haqigi) yang antara lain ditandai
dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan
berikut scgala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya:

3. Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada
masa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji untuk menjual
kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling
berjanji/muwa ‘adah);

4. Jual-beli SBS yang dilakukan lembaga keuangan harus
menggunakan/mengacu  pada harga pasar atau harga yang
discpakati;

5. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan
Konvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan/atau pembeli repo
SBS:

6. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jual-
beli SBS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat

dalam fatwa ini;
7. Dalam hal janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janji
dapat dikenakan sanksi:
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XV



Keempat

Kelima

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditctapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil T'sani 1435 H
02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama

Tempat/ Tanggal Lahir
Fakultas/ Jurusan

Jenis Kelamin

Agama

Alamat Asal

Nama Orang Tua
Ayah
Ibu

alamat

Riwayat Pendidikan:

- SD N 02 Muara Penyenggerahan
- MTsN Lansat Kadap

- MAN Lubuk Sikaping

- UIN Sunan Kalijaga

: ANWAR SALEH AL-YASIR

: Muara Cubadak/ 17 November 1992
: Syariah dan Hukum/ Muamalat

. Laki-Laki

> Islam

: Jorong VIII Muara Cubadak, Kec. Rao
Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat.

: SYAFRI
: ROSMI

: Jorong VIII Muara Cubadak, Kec. Rao
Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat.

: Tahun 2001 — 2006
: Tahun 2006 — 2008
: Tahun 2008 — 2011
: Tahun 2011 — 2015
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